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BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, maka perlu
membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Di Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia
Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

‘Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
139);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 112);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 441);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan
dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1569);

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

4.

Koordinator

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam
pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri
Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan

3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Gubernur, Bupati
dan Kepala Badan.




b. Ketua

1.
2.

3.

mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;

melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim
Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu
dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator
tingkat Pemerintahan Daerah; dan

. menunjuk Anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang

melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil
entri data dari operator.

c. Anggota

1.
2.

3.

KETIGA . Segala

mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan
Statistik Sektoral;

melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap
pertanyaan;

mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan
jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas
penilaian mandiri;

melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring
menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen
fisik oleh Anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai
operator;

Anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor
memeriksa hasil entri data pada angka 4;

melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri
kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran
perbaikan atau persetujuan;

memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau
penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan

menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya
kepada Ketua Tim Penilai Internal.

biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabup

aten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Kepada Yth:

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal &5/ Yearet 2024

(/ BUPAT!I TABALONG,V)‘&V

9% ANANG SYAKHFIANI

1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /3% /2024
TANGGAL 45 Meref 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN TABALONG

JABATAN DALAM JABATAN
NO. NAMA DINAS DALAM TIM
1. HAMIDA MUNAWARAH, S.T, M.T | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Koordinator
2: ARIANTO, S.IP, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Ketua I
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tabalong
3. Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ketua II
SH, ST, MT Kabupaten Tabalong
4. H. RUSMADI, S.AP Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Anggota
5. Drs. H. RUSMADI,MM Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anggota
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tabalong
6. SOLEH, S.P Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Anggota
Kabupaten Tabalong
7. WIBAWA AGUNG SUBRATA, S.T, | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Anggota
MT Penataan Ruang Kabupaten Tabalong
8. NORHAYATI, S.E., M.Si. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Anggota
Kabupaten Tabalong
9. SUJADI, SP, M.Pd Sekretaris pada Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tabalong
10. | EDDY SURIYANI, S.Sos MA Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Anggota
Informatika Kabupaten Tabalong
11. | RAKHMAN RIADI IKHSAN, S.Pd Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Anggota
Tabalong
12. | MARPI'E, S.AP Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Anggota
dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada
Badan Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Tabalong
13. | MUHAMMAD TABRANI, S.Si Kepala Bidang Statistik dan Persandian Anggota
pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tabalong
14. | Hj. NURMALIANI, S.IP, M.Si Kepala Bidang pada Pemberdayaan Anggota
Perempuan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong
15. | ANIK PATSIH, S.P Kepala Bidang Sarana pada Dinas Anggota

Perkebunan dan Peternakan Kabupaten
Tabalong
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16.

AGUS ANDRIANTO, S.Sos

Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tabalong

Anggota

j &7 5

YUMILDA TRININGSIH, S.11

Kepala Bidang
Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Tabalong

Pengembangan

Anggota

18.

RULLY FEBRIANSYAH, S.i.Kom,
M.I.Kom

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tabalong

Anggota

19.

ANDI PRANATA S.Psi

Perencana Ahli Muda pada Badan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Tabalong

Anggota

20.

GT. NILFA ELFARISIE YUSMAR,
A.Md

Verifikator pada Dinas Sosial Kabupaten
Tabalong

Anggota

21.

MONNA NAILANY, S.T

Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang
Pengendalian Penduduk dan Sistem Data
Keluarga pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong

Anggota

22,

LINA WIDIANSARI, S.P

Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian Pada
Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tabalong

Anggota

23.

TITI SOEPENI, S.T

Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Tabalong

Anggota

24,

FAJAR KUSUMANTO, S.I.Pust

Pustakawan Ahli Muda pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan. Kabupaten
Tabalong

Anggota

25.

EVA ARIYANI, S.S

Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tabalong

Anggota

26.

MUHAMMAD NOR ELHAQ, S.E

Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tabalong

Anggota

27.

YUSUF GALGARIN,S.E, M.Ec.Dev

Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tabalong

Anggota

28.

NOOR ASYIAH, S.Stat

Penelaah Teknis
Komunikasi dan
Tabalong

Kebijakan pada Dinas
Informatika Kabupaten

Anggota
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